
CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan Bapenda :
1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

terhadap pendapatan 
IK : 1. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 

Visi Daerah : 
Terwujudnya

Masyarakat Sumatera 
Barat Madani yang 

Misi 7 :
Mewujudkan Tata 

Kelola Pemerintahan
dan Pelayanan Publik

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola Birokrasi yang 
Bersih dan Akuntabel

IK : IK : 1. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 
2.  Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

IK : 1. NIlai Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah 

Barat Madani yang 
Unggul dan 

Berkelanjutan

dan Pelayanan Publik
yang Bersih, Akuntabel

serta Berkualitas

IK :
Kontribusi PAD terhadap

Pendapatan Daerah

ESELON II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Publik Daerah 

IK : 1. Persentase Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah

Organisasi
IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Publik 
IK : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat



CASCADING BIDANG PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 
IK : Persentase Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah 

Meningkatnya penerimaan pajak 
daerah
IK : Persentase capaian penerimaan 
pajak daerah

Meningkatnya penerimaan retribusi 
daerah dan pendapatan lain-lain
IK : 1. Persentase capaian 
penerimaan retribusi daerah
2. Persentase capaian penerimaan 

Meningkatnya kualitas
pengawasan dan pengendalian 
pendapatan asli daerah
IK : Persentase penurunan 

ESELON II

ESELON IiI

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Pajak Daerah

IK : Nilai Indeks Kepuasan 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 
IK : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

pajak daerah 2. Persentase capaian penerimaan 
pendapatan lain-lain

IK : Persentase penurunan 
penyimpangan PAD

Meningkatn
ya
pengalian  
potensi 
pajak 
daerah
IK : 
Persentase 
potensi 
pajak 
daerah 

ESELON IV

Meningkatnya
kualitas 
perencanaan 
pajak daerah
IK : 1. Persentase 
capaian target 
pajak daerah 
terhadap 
realisasi
2. Jumlah 
regulasi terkait 
perencanaan 
pajak daerah 
yang dikeluarkan

Meningkatn
ya kualitas 
intensifikasi  
pajak 
daerah
IK : 1. 
Jumlah 
inovasi 
pelayanan 
pajak 
daerah

Meningkatny
a penggalian 
potensi 
retribusi 
daerah dan 
pendapatan 
lain-lain
IK : 
Persentase 
potensi 
retribusi 
daerah dan 
pendapatan 
asli daerah 
yang valid

Meningkatnya
kualitas perencanaan 
retribusi daerah dan 
pendapatan lain-lain
IK : 1. Persentase 
capaian target 
retribusi daerah dan 
pendapatan lain-lain
terhadap realisasi
2. Jumlah regulasi 
terkait perencanaan 
retribusi daerah dan 
pendapatan lain-lain
yang dikeluarkan

Meningkatnya
kualitas 
intensifikasi 
retribusi 
daerah dan 
pendapatan 
lain-lain
IK : Persentase 
pengembanga
n layanan 
retribusi 
daerah dan 
pendapatan 
lain-lain

Meningkatn
ya kualitas 
pembinaan 
pendapatan 
asli daerah
IK 
:Persentase 
UPTD dan 
OPD yang 
dilakukan 
pembinaan

Meningkatn
ya kualitas 
evaluasi 
pendapatan 
asli daerah
IK : Jumlah 
dokumen 
evaluasi 
pendapatan 
asli daerah 

Meminimalis
ir terjadinya 
penyimpang
an 
pengelolaan 
PAD
IK 
:Persentase 
penyimpang
an yang 
ditindaklanju
ti

IK : Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat

Meningkatnya
sarana dan 
prasarana 
layanan pajak 
daerah
IK : Persentase 
sarana dan 
prasarana 
layanan pajak 
daerah yang 
diadakan

Meningkatnya
pengembanga
n layanan 
pajak daerah
IK : Jumlah 
layanan pajak 
daerah yang 
dikembangka
n

Meningkatnya 
kualitas 
penanganan 
pelayanan 
pajak
IK :  Persentase 
pengaduan 
pelayanan 
pajak yang 
ditindaklanjuti

Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah
IK. 1. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah yang disusun
2. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak 
Daerah yang disusun

Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 
IK. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,
dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah yang disusun

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 
Daerah
IK. Jumlah dokumen Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
Pajak Daerah yang disediakan

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
IK. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak
Daerah yang disusun

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 
IK. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang disusun

SUB 
KEGIATAN

Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah
IK : Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi 
kewenangan Perangkat Daerah

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi 
Daerah
IK : Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi

Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
IK : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 
IK : 1. Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan
2. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah



CASCADING SEKRETARIAT

Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani
IK : 1. NIlai Akuntabilitas Kinerja

2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Meningkatnya kualitas 
perencanaan 
organisasi

Penempatan pegawai 
sesuai dengan peta 

Meningkatnya pelayanan 
umum dan kepegawaian
IK : 1. Persentase layanan 
administrasi kepegawaian 

Meningkatnya 
pengelolaan Barang 
Milik Daerah
IK : 1. Persentase BMD 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 
organisasi

ESELON II

Meningkatnya 
pengawasan internal 
organisasiMeningkatnya kualitas organisasi

IK : Persentase 
peningkatan nilai 
komponen 
perencanaan pada 
evaluasi SAKIP

sesuai dengan peta 
jabatan
IK : Persentase pegawai 
penempatannya sesuai 
dengan peta jabatan

administrasi kepegawaian 
sesuai SOP
2. Persentase layanan surat 
menyurat sesuai SOP
3. Persentase layanan 
sarana dan prasarana sesuai 
SOP

IK : 1. Persentase BMD 
dalam keadaan baik
2. Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan sarana dan 
prasarana pendukung 
kinerja

organisasi
IK. Persentase SDM 
yang mengikuti 
pengembangan 
kompetensi

ESELON IiI

organisasi
IK : Persentase 
peningkatan nilai 
komponen evaluasi 
internal pada evaluasi 
SAKIP

Meningkatnya kualitas 
pelaporan organisasi
IK : Nilai komponen 
pelaporan pada 
evaluasi SAKIP



CASCADING SEKRETARIAT

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPDESELON II

Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi
IK : nilai komponen perencanaan pada evaluasi 
SAKIP

Meningkatnya pengawasan internal organisasi
IK : Nilai komponen evaluasi internal pada 
evaluasi SAKIP

Tersusunnya 
dokumen 
perangkat daerah 
tepat waktu
IK : Jumlah 
dokumen 
perangkat daerah 
yang disusun 
tepat waktu

Meningkatnya 
keselarasan antar 
dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah
IK : Persentase
keselarasan antar 
dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah

Meningkatnya 
implementasi 
dokumen 
perangkat daerah
IK : Persentase 
kesesuaian 
dokumen 
perangkat daerah 
dengan dokumen 
penganggaran 

Meningkatnya 
kualitas 
penatausahaan 
keuangan
IK : Persentase 
pengurangan 
kesalahan 
verifikasi 
keuangan

Meningkatnya 
tindak lanjut 
temuan 
pemeriksaan
IK : Persentase 
temuan 
pemeriksaan yang 
ditindaklanjuti

ESELON IiI

ESELON IV

Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi
IK : Nilai komponen pelaporan pada evaluasi 
SAKIP

Tersusunnya 
dokumen 
pelaporan 
organisasi tepat 
waktu
IK : Jumlah 
dokumen 
pelaporan 
organisasi yang 
disusun tepat 
waktu

Meningkatnya 
kesesuaian laporan 
dengan dokumen 
penyusunan 
laporan
IK : Persentase 
dokumen 
pelaporan yang 
sesuai dengan 
pedoman 
penyusunan 
laporan

Meningkatnya 
pemanfaatan 
laporan terhadap 
perencanaan 
perangkat daerah
IK : Persentase hasil 
evaluasi yang 
ditindaklanjuti 
dalam dokumen 
perangkat daerah

Meningkatnya 
ASN yang mengisi 
LHKPN/LHKASN 
tepat waktu
IK : Jumlah ASN 
yang mengisi 
LHKPN/LHKASN

tepat waktu perangkat daerah keuangan

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
IK : Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang 
disusun

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
IK :  Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji 
dan tunjangannya

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK :  Jumlah ASN yang mendapatkan honor

3.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi 
Keuangan SKPD 
IK : Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang 
diterbitkan

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : Jumlah laporan keuangan SKPD yang 
disusun

3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
IK :  Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun

6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK : Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang 
disusun

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 
IK : Jumlah Laporan keuangan 
bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan

SUB 
KEGIATAN

waktu laporan

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
IK : Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang 
disusun



CASCADING SEKRETARIAT

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta 
Jabatan

Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian
IK : 1. Persentase layanan administrasi kepegawaian 

Meningkatnya pengelolaan Barang Milik 
Daerah

Meningkatnya kapasitas SDM 
organisasi

ESELON II

Jabatan
IK : Persentase pegawai yang 
penempatannya sesuai dengan peta jabatan 
atau persentase keterisian peta jabatan

IK : 1. Persentase layanan administrasi kepegawaian 
sesuai SOP
2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP
3. Persentase layanan sarana dan prasarana sesuai SOP

Daerah
IK : 1. Persentase BMD dalam keadaan baik
2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 
dan prasarana pendukung kinerja

Ketersediaan data 
kepegawaian 
yang akurat
IK : Persentase 
ketersediaan data 
kepegawaian

Tersusunnya 
uraian tugas ASN 
sesuai regulasi 
IK : Dokumen 
uraian tugas 
yang sesuai 
regulasi

Tersusunnya 
dokumen SOP 
sesuai regulasi
IK : Dokumen SOP 
yang sesuai 
regulasi

Meningkatnya 
Kapasitas SDM 
Pemberi Layanan
IK : Jumlah SDM 
layanan yang 
kompeten

Meningkatnya BMD 
yang diadakan dan 
dipelihara
IK : 1. Jumlah  aset 
yang diadakan sesuai 
RKMBD
2.JUmlah  aset yang 
dipelihara sesuai 
RKMBD
3. Persentase aset  
yang tdak bermanfaat 
yang sudah dihapuskan

Meningkatnya 
pengamanan BMD 
sesuai regulasi
IK : 1. Persentase 
aset yang 
diinventaris
2. Persentase data 
aset yang sudah 
direkon
3. Persentase aset 
yang sudah 
diasuransikan

Tersusunnya data 
kebutuhan 
pengembangan 
kapasitas SDM
IK : Dokumen data 
riwayat 
pengembangan 
kapasitas SDM 
yang valid

Tersusunnya 
rencana 
kebutuhan 
pengembangan 
kapasitas SDM
IK : Dokumen 
rencana 
kebutuhan 
pengembangan 
kapasitas SDM 
yang disusun

organisasi
IK. Jumlah SDM yang mengikuti 
pengembangan kompetensi

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-1. Pengamanan barang milik daerah 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Ketersediaan 
Dokumen Analisa 
Jabatan dan Peta 
Jabatan yang sesuai 
dengan regulasi 
IK : 1.  Dokumen 
Anjab yang sesuai 
dengan regulasi
2. Dokumen Peta 
Jabatan yang sesuai 
dengan regulasi

ESELON IiI

ESELON IV

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD
IK :  Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
IK : Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-undangan
IK : Jumlah bimtek yang dilaksanakan

1. Pengamanan barang milik daerah
IK : Jumlah BMD yang diasuransikan

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 
yang dibangun

2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
barang milik daerah pada SKPD 
IK : Jumlah dokumen hasil pemantauan dan 
penertiban

3. Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor
IK : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang disediakan

4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
IK : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
disediakan

5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
IK : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

8.  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan
IK : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan yang disediakan

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan
IK : Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah kendaraan dinas operasional atau 
lapangan yang dipelihara

1. Penyediaan jasa surat menyurat
IK :  Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat 
keluar dalam 1 tahun

2. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan 
perundang-undangan
IK : Jumlah bimtek yang dilaksanakan

2. Penyediaan jasa komuniikasi, sumber daya 
air dan listrik
IK : Jumlah tagihan Air (PDAM), listrik, internet 
dan telepon yang dibayarkan

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
IK : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor 
yang dipelihara

16. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan 
bangunan lainnya
IK :  Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya  
yang dipellihara/rehab (atau sebutkan nama 
gedung/bangunannya yang dipelihara)

17. PPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor 
yang diperlihara/direhab

9.  Pengadaan mebel
IK : Jumlah Mebel yang disediakan

10.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
IK : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang 
disediakan

14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

S
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6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
IK : Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan



CASCADING UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 
IK : Persentase Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah 

Meningkatnya penerimaan pajak 
daerah
IK : 1. Persentase realisasi PKB

Meningkatnya kualitas pelayanan 
pajak daerah
IK : Nilai Indeks Kepuasan 

ESELON II

ESELON IiI

Meningkatnya pengawasan 
internal organisasi
IK : Persentase nilai komponen 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 
IK : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas perencanaan 
organisasi
IK : Persentase komponen 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi

IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

IK : 1. Persentase realisasi PKB
2. Persentase realisasi PBBKB
3. Persentase realisasi PAP

IK : Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat

Meningkatn
ya
pengalian  
potensi 
pajak 
daerah
IK : Jumlah 
potensi 
pajak 
daerah

ESELON IV

Meningkatny
a kualitas 
penetapan 
pajak daerah
IK : 
Persentase 
akurasi pajak 
daerah yang 
ditetapkan

Meningkatnya
sarana dan 
prasarana 
layanan pajak 
daerah
IK : Persentase 
sarana dan 
prasarana 
layanan pajak 
daerah yang 
diadakan

Meningkatnya
kualitas intensifikasi  
pajak daerah
IK :1. Jumlah 
penyuluhan pajak 
daerah
2. Julah laporan 
data SPBU dan TDU
3. Jumlah 
pelaksanaan 
kegiatan Samkel
4. Jumlah 
pengawasan pajak 
daerah 

Meningkatnya 
kualitas 
penanganan 
pengaduan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan pajak 
daerah
IK :  Persentase 
pengaduan 
pelayanan pajak 
yang 
ditindaklanjuti

Tersusunnya 
dokumen 
perangkat 
daerah tepat 
waktu
IK : Jumlah 
dokumen 
perangkat 
daerah yang 
disusun tepat 
waktu

Meningkatnya 
keselarasan 
antar dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah
IK : Persentase
keselarasan 
antar dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah

IK : Persentase nilai komponen 
evaluasi internal pada evaluasi 
SAKIP

Meningkatnya 
kualitas 
penatausahaan 
keuangan
IK : Persentase 
pengurangan 
kesalahan 
verifikasi 
keuangan

Meningkatnya 
tindak lanjut 
temuan 
pemeriksaan
IK : 
Persentase 
temuan 
pemeriksaan 
yang 
ditindaklanjuti

Meningkatnya 
ASN yang 
mengisi 
LHKPN/LHKASN 
tepat waktu
IK : Persentase 
Jumlah ASN 
yang mengisi 
LHKPN/LHKASN

IK : Persentase komponen 
perencanaan pada evaluasi SAKIP

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
IK.- Jumlah WP yang didata 
- Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 
Daerah
IK : Jumlah pengawasan yang dilakukan 

Penagihan Pajak Daerah 
IK. Jumlah Wajib Pajak yang ditagih

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 
Daerah 
IK. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang disusun

SUB 
KEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah dokumen Oerencanaan Perangkat Daerah 
yang disusun

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK :  Jumlah ASN yang mendapatkan honor

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 
IK : Jumlah dokumen  SPJ yang diterbitkan



CASCADING UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Meningkatnya Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah 

IK : Persentase Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah 

Meningkatnya kualitas sistem informasi 
pendapatan daerah
IK : 1. Persentase inovasi Sistem

ESELON II

ESELON IiI

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Organisasi

IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Meningkatnya kualitas perencanaan
organisasi

Meningkatnya pengawasan internal 
organisasiIK : 1. Persentase inovasi Sistem

Infromasi Pendapatan Daerah
2. Persentase tingkat gangguan sistem
informasi

Meningkatnya
Aplikasi Inovasi
Layanan
Pendapatan
Daerah
IK : Jumlah
Inovasi sistem
Informasi yang 
Dibuat

Meningkatnya
jumlah transaksi
elektronik
pemerintah
IK : Jumlah
layanan yang 
dapat diakses
secara elektronik
(ETPD)

ESELON IiI

ESELON IV

organisasi
IK : Persentase komponen
perencanaan pada evaluasi SAKIP

organisasi
IK : Persentase nilai komponen evaluasi
internal pada evaluasi SAKIP

Tersusunnya
dokumen
perangkat
daerah tepat
waktu
IK : Jumlah
dokumen
perangkat
daerah yang 
disusun tepat
waktu

Meningkatnya
keselarasan
antar dokumen
perencanan
perangkat
daerah
IK : Persentase
keselarasan
antar dokumen
perencanaan
perangkat
daerah

Meningkatn
ya kualitas
penatausaha
an keuangan
IK : 
Persentase
penguranga
n kesalahan
verifikasi
keuangan

Meningkatti
ndak lanjut
temuan
pemeriksaan
IK : 
Persentase
temuan
pemeriksaan
yang 
ditindaklanj
uti

Meningkatn
ya ASN yang 
mengisi
LHKPN/LHKA
SN tepat
waktu
IK : 
Persentase
jumlah ASN 
yang 
mengisi
LHKPN/LHKA
SN

Meningkatnya
kualitas
pelayanan sistem
informasi pajak
daerah
IK : Jumlah
gangguan sistem
informasi

SUB 
KEGIATAN Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

IK. 1. Jumlah peserta yang mengikuti bimtek aplikasi pelayan pajak
2. Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan
3. Terlaksananya operasional sistem samsat link
4. Terlaksananya pengembangan modul/aplikasi pendukung samsat
5. Terpenuhinya saranadan prasarana teknologi pendukung samsat link

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
IK. Jumlah Aplikasi yang dikelola

Elekronisasi Transaksi Pemerintah Daerah
IK. Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
(ETPD)

daerah
SN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun

Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK. Jumlah ASN yang mendapatkan honor

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK. Jumlah dokumen SPJ yang diterbitkan


